WALIKOTA KENDARI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

FPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

Mcengingst

BELANJA DAERAH KOTA KENDARIT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

& bahwa wuntuk melaksanakan ketentitan Pasal 320 ayat (1)

(==

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dasrah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahen Kedua
atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Pertanggungawaban
Pelaksanaan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Kendari Tahun Anggaran 2020 dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan
paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Pereturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Deerah Kota Kendari Tahun Anggaran 2020

Pasal 18 ayat ©) Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia Talhun 1945:;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tepntang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat [ Kendari (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tabun 1993 Nomor 44, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

UIndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang FPenyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Mepotisme [Lembaran Negara Repubbk Indonesia Tahun 1999
Neomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821);



10,

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1Y Tahun 20023 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
47, Tambahan Lembaran HNegiaa Republik Indonesia Nomor
A286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara |[Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2004
Nomeor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiza Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang P=meriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuvangsn Negara (Leinbéaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400}
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Ferencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indenesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republilc Indonesia Talun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiz Nomor 4438},
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pajk Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 MNomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 504Gj;

Undang-Undang Nomor 12 Taehun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomaor 82, Tambahan lembaran Negara
Republik I[ndonesia Nomor 5234) sebagaimania telah diubah
dengan  Undang-Undang  Nomor {5 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor £393);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriitahan
Daerah (Lemmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
243, Tembahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor
6373);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republk Indonesia Talwn 20053 Numor 48, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 4502} scbagaimana  telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubshan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2005 temtang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344
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Peratur:in Pemerindiah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Petnerintalh Nomor 56 Tabun 2005 entang Sistem
Infyrmasi Keuangan Daerah  (Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah  diubah
dengan Peraturan Pemerntah DNomor ©5 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor S5 Tahun 2005
lentang Sistem Informas! Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 23010 Nemer 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinepa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomer 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pmjaman
Daerah (Lembaran Negara REepublik Indonesia Tahun 2011
Nomotr 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor S219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia homor
227 2);

Peraturan Penterintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daeroh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomar 73
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 60410
Peraturan Pemerintah Nomor 1B Tahun 2017 tentang Hak
Kevangan dun  Administratil  Pimpinan  dan Anggola Dewarn
Perwakilan Rekyat Dacreh {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor D057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomer 2, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Normor 2178},

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lemibaran  Negara Republik
Indonesia Talun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesta Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 12 Tahun 2006 tentang
Fedoman Pengelolaan KeUangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Delam Negerl Numor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
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Dalarm  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Medoman
Pengololaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310];

Peraturan Menter! Dalam Negeri homor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah [Berila Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nemer 2036) scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tenitang Perubzihan atas Peraturan Menteri Dalam Negerli Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukur Daersh
(Berita Negara Republik [ndonesia Tabun 2018 Nomer 157),
Peraturan Daerah Kota Kendarl Nomor 12 Tabun 2007 tentang
Poltok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah
Kota Kendary Tahun 2007 Nomor 12];

Peraturan Daerah Kota Kendar! Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daereh Kula Kendarl Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Dacrah Kota Kendari Tahun 2019
Nomor 7}

Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kota
Kendar! Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Kendar(
Tahun 2020 Nomor 13}

Drengan Persetyjuan Hersama

PDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

Menetapkan :

O

F2)

dan
WALIKCTA KENDARI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD berupa Lapeoran Keuangan memuats
a Laperan Regalisas: Angpatan;
b. Laporan Perubahan Baldo Anggaran Lebibh;

C. Neraca;

d. Laporan Operasional;

e, Laporan Arus Kas;

[ LaporanPertibahan Ekuitas; dan

g Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ays (1) dilampirl dengan
Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan DBadan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.



Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayal (1) hwa! a
Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

a, Pendapatan . ..... REp 1239.934.479.368,05
b, Belanja ... Rp.] 198598021297 46

I Ly L T A T R e Rp. 61.335.558.070,59
C. Pembiayaan

-  Penerimaan ............ Rp. 41.723592,.290,34

- Pengeluaran ........... Bp. _ 1.819.444.445.00

Pembiayaan netto ..., Rp. 39.914,147.945,34

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:

a. Sclisth Anggararn dengan Realisasi Pendapatan sejumlah
(Rp.76.612.067.117,95) dengan nincian  sebagai berikur :
a Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Ep. 1.33604650406486,00
b, Realisasi Rp, 1259.934475.3658,02
Selisih lebih/[KUTANE) ..occovovresisremnsnns (Rp. 76.612.067.117,95)

b Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlabh (BEp. 177.851336.815,88)
denpan nncian sebagal berikut :

& Anggaran Belarnju setelah Pemubahan Rp. 1370.420.258.113,34
b, Realisasi Ep. 1198 598.921.207 46
Selisih lebih/{kurang]. .ocooovmirmneesreressiaiiass (Rp. 177.851.336.815,58)
C Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/defisit seumish

Rp, 10L239.269.697,93 dengan rincian sebagai berikut:

a. Angearan surplus/defisit sctelah perubahan (Rp- 394903711627,31)

b. Realisasi Rp. £1335558070,59
Seligih lebih/(lurang)....c.cccomvaimmemnarnnn Rp. 101.239.269.697,93

d Selisih anpggaran dengan realisasi penerimaan pembix/iaan  sejumlah
Rp. 10.436.318,00 dengan rincian sebagal berikut;
a Anggaran penerimaan pembidyaan

setelah perubahan Fp. 41.723.1536.072,34
b, Realisasi Rp. 41.733.592.390,34
Selisih lebih/(Rurang)... ..o seerssenns Rp. 10.436.318,00

c Selisih  anpggaran dengan realisasi pengeluaran pembigayasn  sejumlah
Ep. 0,00 dengan rincian sebagai berikut |
a, Anggaran pengeluaran pembiai/gan
setelah perubahan Rp. 1.819.444445,00
L. Realisasi Rp. 1.819444.445,00
Belisih lebih/[kurang) ........ccivieeivinneceianss RpL 0,00




f.  Selisih apggaran  dengan realisasi pembiayaan neto sejumiah
Rp. 10.436.318 00 dengan rincian sebagal berikut :
a  Anggaran pemhiayasn neto setelzh perubahan Rp. 39.903711.627,34
b. Realisasi Rp. 39914.1 47.645,34
Selisih lebih/[(EUrBng) ..ccvivieiririismmerccarnuanes Rp 10.436.318,00

Pasal 4

Neraca Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) hural ¢ per 31 Desember
Tahun 2020 sebapal berikut

a, Jumlabh Aset Rp. 5.336.409,674931,40

h Jumlah Kewajiban Rp.  159823.120.520,70

c. Jumlah Ekuitas Dana Kp. 2l.76.586.534.400,70
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2020 schbagal berikut :

a Saldo kas awal di BUD per 1 Januari tahun 2020 REp. 15.422.374.370,40
b Arus kas bersih dari aktivitas opcrasi Rp. 365.142.024.628,20
¢ Arue kas bersih dari aktivitas investas:

aset non keuangan (Rp. 303.806466558,31)
d Arus kas bersih dar aktivitas pendanaan Rp. 11.288.973.555,00

Arus kas bersth darl aktivitas (ransitoris
Saldo akhir kas ai BUD

Salde akhir kes dibendahara pengeluaran
Saldo akhir dibendahara penerimaan

Haldo akhir kas dibendahara FKTF BPJS
Saldo akhir kas di BLUD

Kas lainnya

k. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2020

75.20637 4,00
B8.453.833.593,60
18.511.111,6
26.021.766,00
115.677.680,00
10959254.411,72
1.676.407.453,00
101249706015,93

e Il
S5 EEFTE g

Pasal 6
Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf g Tahun Anggaran 2020 memupat informas! baik secara kuantitatifl maupun
kuzlitatif atas pos-pes Laporan Keuangan

Pasal 7

Pertunggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dar .

a. Lampiranl : Lapcran Realisast Anggaran;
Lampiran 1.1 : Ringkasan Lapomn Realisasi Anggaran menurut wrisan
pemerintah dacrah dan organisasy
Lampiran 1.2 : Rinclan Laperan Realisasi Anggaran menurit urusan

pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanj dan
pembiayaan;



Lampiran [3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanjp daerah menuruat
urusan pemerintahan  dasrah, organisasi, program  dan
kegiatan;

Lampiran L4 : Rekapitulasi realisasi anggaran  belania  daerah  untuk
keselarasan den keterpaduan urusan pemerintahan daersh
dan fungsi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Negara,

b Lampiran I : Laporan Perubahan Salde Anggaran Lebih;

¢ Lampiran Il : Laporan Operasional;

d Lampiran IV ;| Laporan Perubahan Ekuitss;

€. Lampiran V  : Neraca;

£ Lampiran VI : Laporan Arus Kas;

g Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan,

b Lampiran VIIT @ Daflar Rekaptulas: Piutang Daerab;

i. Lampran X : Daftar Eekapitulasi Penyvisihan Piutang Tidak Tertagih;

J. Lampiran X @ Dafltar Rekapitulast Dana Bergulir dan Penyisilao Dana
Bergulir; ’

. Lampiran X! : Daftar Penvertaan Modal (investasi] Daerah;

l. Lampiran Xl : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Asect Tetap Dacraby;

m. Lampiran Xl : Daftar Rekapitulasi Aset;

., Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;

0. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

. Lampiran XVl : Daftar Dana Cadangan Daeraly

g Lamplran XVI : Daftar Kewajiban Jangka Pencek;

r. Lampiran XVII: Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

s, Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Disclesaikan Sampal

Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun
Anggaran Herkutnya;

Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha  Dbilik
Dacrah/Perusahaan Dacrah,

Pasal B

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2} terdiri
darn

a  Laporan kinerja; dan

b, lkhtisar laperan keuangan Badan Usaha Mililk Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal ©

Wallkota Kendari menetapkan  Peraturan  Waijikota  tentang Penjabaran
Pertangungiawahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020, sebagai rincian lebih lanjut dari Peraturan Daerah tentang
Periangungawaban Pelaksanzan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020,



Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangpal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penpundangan Peramran
Daerabl ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9414 — @ - 2021

_PARAF KOORDINAS) | WALIKOTA. KENDARI
MO | MSTASAS: /T KERJA Pa g ae £ ™
Ass- EErth: - P i

R

I‘t':‘bqj Huksiemy =
4 |

Diundangkan di Kendar:
pada tanggal 21 —¢g — 2021

s%g;;hm[s DAERAH HOTA KENDARI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2021 NOMOR £

NOREC PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI
TENGGARA TENTANG PERTANGGUNGJAWAEAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN ANGGARAN
2020: 4/83;2021
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